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RINGKASAN

Pada era globalisasi dewasa ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan
pembangunan di segala bidang. Tujuan pembangunan di segala bidang tersebut
: khususnya di bidang ekonomi dan sosial untuk meningkatkan taraf hidup yang
lebih baik secara material dan spiritual. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor
yang penting dan sebagai pendorong bagi keberhasilan pembangunan untuk tujuan
vang dicita-citakan tersebut. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai
tanpa memberikan jaminan kepadanya dan keluarganya. Sebaliknya jaminan
hidup tidak akan tercapai apabila manusia itu tidak mempunyai pekerjaan, dari
hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan
keluarganya. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin
meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi seperti
penyakit akibat hubungan kerja dan kecelakaan kerja yang mungkin dapat
menyebabkan  kerugian  materiil  maupun  menyangkut  keselamatan
Jiwanya.Tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Pokok
permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian
pemborongan pekerjaan antara pekerja borongan dengan perusahaan, hak dan
kewajiban pekerja borongan dan pihak perusahaan dan hak santunan pekerja
borongan apabila mengalami kecelakaan kerja.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu bersifat umum dan
bersifat khusus. Tujuan umum yang hendak dicapai merupakan tujuan yang
bersifat akademis, sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai merupakan
tujuan yang berkaitan dengan obyek studi. Pendekatan masalah yang digunakan
adalah yuridis normatif didukung data empiris.

Dalam suatu hubungan kerja perlu adanya perjanjian kerja yang harus
dilakukan antara pekerja dan majikan. Perjanjian tersebut dilakukan sebagai
bentuk perlindungan terhadap pekerja agar pekerja dapat bekerja dengan tenang
dan nyaman. Perjanjian tersebut harus memuat hak dan kewajiban antara pekerja

dan majikan. Pekerja mempunyai hak untuk menerima upah dan majikan

X1
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mempunyai hak menerima hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekera.
Dalam melakukan pekerjaannya, pekerja tidak luput akan kecelakaan kerja yang
mungkin menimpanya. Sebagai bentuk perlindungan bagi pekerjanya perusahaan
wajib mengikutsertakan pekerjanya menjadi anggota JAMSOSTEK untuk

menjaga keselamatan kerjanya.

X11
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1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dewasa ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan
pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan
pembangunan di segala bidang tersebut khususnya di bidang ekonomi dan sosial
untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik secara material dan spiritual.
Untuk mencapai tujuan pembangunan di segala bidang tersebut maka harus
dilakuakan secara menyeluruh dengan cara menggali faktor-faktor pembangunan
yang selama ini belum maksimal pemanfaatannya.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting dan sebagai
pendorong bagi keberhasilan pembangunan untuk tujuan vang dicita-citakan
tersebut. Salah satu syarat untuk keberhasilan pembangunan nasional kita adalah
kualitas manusia Indonesia, yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk
memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin
tercapai tanpa memberikan jaminan hidup kepacanya dan keluarganya.
Sebaliknya jaminan hidup tidak akan tercapai apabila manusia itu tidak
mempunyai pekerjaan, di mana dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan
Jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya.

Pelaksanaan pembangunan pada masyarakat Pancasila, tenaga kerja
merupakan modal utama. Tujuan terpenting dari pembangunan masyrakat tersebut
adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja, yang harus dijamin haknya,
diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Telah diatur dalam pasal
27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Bagi setiap orang yang mau dan mampu bekerja bisa memperoleh pekerjaan
sesuai hak dan keinginannya dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh
penghasilan yang cukup untuk hidup layak, bagi si tenaga kerja dan ataupun bagi

keluarganya.
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Terjadinya hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha disebabkan
karena suatu proses yang dilakukan oleh tenaga kerja. Hubungan kerja adalah
hubungan antara buruh dan majikan, yang mana hubungan tersebut hendak
menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada pokoknya menggambarkan
hak-hak dan kewajiban buruh terhadap majikan, dan sebaliknya (Halili Toha dkk,
1991:9). Hubungan terjadi setelah adanya perjanjian perjanjian kerja antara buruh
dan majikan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri
untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang
mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. “Pada
pihak lainnya™ mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan
itu berada di bawah pimpinan pihak majikan.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat
dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi. Baik resiko yang
disebabkan oleh penyakit akibat hubungan kerja ataupun suatu kecelakan kerja,
sehingga dengan adanya resiko tersebut dimungkinkan akan menimbulkan
kerugian baik itu kerugian materiil maupun menyangkut keselamatan jiwanya.
Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan
dan peningkatan kesejahteraannya, schingga pada gilirannya nanti tenaga kerja
tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

Dalam hal ini pembinaan hubungan kerja antara tenaga kerja dan
pengusaha atau perusahaan perlu terus diarahkan pada terciptanya kerja sama
vang serasi di mana masing-masing pihak saling menghormati, saling
membutuhkan, saling mengerti peranan, serta hak dan melaksanakan kewajiban
masing-masing dalam seluruh kegiatan usaha. Dengan adanya hubungan kerja
tersebut sudah barang tentu akan timbul suatu kewajiban bagi perusahaan dalam
hal ini pengusaha sebagai majikan adalah memberikan perlindungan dan jaminan
sosial kepada tenaga kerjanya. Perlindungan terhadap pekerja haruslah semakin
dikembangkan untuk mencegah adanya perlakuan yang tidak adil dari para
pengusaha. Bahkan pada sisi lain aspek perlindungan ini harus memberikan

keseimbangan antara kepentingan pihak pengusaha dan kepentingan para pekerja
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pada pihak lain dalam hal sama-sama menunjang kelancaran mekanisme
perekonomian negara.

Pekerja senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang selalu
mengelilinginya vang antara lain adalah kondisi kerja, jam kerja, tempat kerja,
peralatan kerja dan berat ringannya pekerjaan yang diberikan. Semua itu bila tidak
diperhatikan akan dapat mengakibatkan adanya resiko kerja yang berupa
kecelakaan kerja sehingga dalam hal ini terhadap pekerja yang mengalami
kerugian yang disebabkan oleh kondisi kerja perlu mendapatkan perhatian dari
para pengusaha secara manusiawi.

Upaya perlindungan terhadap pekerja antara lain melalui perbaikan
kondisi kerja, kesehatan, keselamatan kerja, perbaikan lingkungan kerja dan
perlindungan terhadap tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja diupayakan
untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja sehingga tercipta
suasana kerja yang aman, nyaman, produktif dan hubungan kerja yang serasi
antara pekerja dengan pihak pengusaha. Melalui ketentuan-ketentuannya,
pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas lain kepada para pekerja dalam hal yang
bersangkutan dengan kehidupannya berupa ketentuan-ketentuan bagi pengusaha
untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.

Mencermati dan memperhatikan kondisi inilah penulis mencoba untuk
menuangkan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan
Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pada Saat Musim Giling Tebu Dalam
Hal Kecelakaan Kerja Di PTPN XI PG Djatiroto.”

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan-pembatasan agar
tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan tidak terjadi pembahasan yang terlalu
luas serta terdapat kesatuan arah dalam pembahasan masalah nantinya.

Penulisan ini mencakup kesepakatan bersama vaitu tentang perlindungan
hukumnya sebagaimana dalam pembahasan hukum perdata dan berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan kesepakatan kerja bersama

secara kongkret antara PTPN XI PG Djatiroto dengan para pekerja, serta
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mengenal  konsekuensi-konsekuensinya yang terjadi di dalam pelaksanaan

kesepakatan tersebut pada aspek kemasyarakatannya.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uaraian latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi
pokok permasalahan dalam skripsi ini vaitu:
I. bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara pekerja

borongan dengan pihak PG Djatiroto?

o

apa saja hak dan kewajiban pekerja borongan dan pihak PG Djatiroto?

LOS]

bagaimana hak santunan pekerja borongan apabila mengalami kecelakaan

kerja?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini bersifat umum dan
khusus yang meliputi:
I.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai merupakan tujuan yang bersifat
akademis yaitu:

a. untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

b. sebagai salah satu cara penerapan ilmu pengetahuan yang didapat dari
bangku kuliah, khususnya disiplin ilmu hukum pada realita di
masyarakat,

¢. untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaatbagi pihak-
pthak yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan hal-hal yang
dipermasalahkan dalam skripsi ini.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang
berkaitan dengan obyek studi vaitu:

a. untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara

pekerja borongan dengan pihak PG Djatiroto:
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b. untuk mengetahui hak dan kewajiban pekerja borongan dan pihak PG
Djatiroto;
¢. untuk mengetahui hak-hak santunan pekerja borongan apabila mengalami

kecelakaan kerja.

1.5 Metode Penulisan

Penyusunan skripsi ini disamping merupakan hasil penelitian di lapangan
dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu PTPN X1 PG Djatiroto
dan pekrja borongan juga merupakan hasil pengamatan yang ditujukan dengan
studi  kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
kemudian dianalisa schingga diperoleh inti dari pentusunan skripsi ini.

Metode penulisan pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara
mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
I.5.1 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis
normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan
menggunakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Metode

vuridis normatif di sini diikuti oleh data empiris (Hadikusuma, 1995:60).

1.5.2 Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a.  Sumber data primer adalah sumber data yang dipergunakan untuk
memperoleh data primer dengan cara meminta keterangan dan penjelasan
dari pihak yang berwenang yaitu dengan Susilo Supriyatno selaku juru
tulis di PTPN XI PG Djatiroto dan instansi yang terkait yaitu pihak SP-
BUN serta para pekerja borongan.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dipergunakan untuk

memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji, menganalisis dan
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menelaah dari perundang-undangan ketenagakerjaan dan undang-undang
lain vang terkait dengan Ketenaga kerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama
(PKB)/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) periode tahun 2002-2003 yang

berlaku di PG Djatiroto ataupun bahan-bahan pustaka lainnya.

1.5.3 Metode pengumpulan Data

Adapun metode yvang dipergunakan penulis dalam pengumpulan data, yaitu:

a.  wawancara vaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung
dengan narasumber dan para pihak yang terlibat didalamnya yang
bertujuan untuk mendukung pengumpulan data dalam penyusunan skripsi
ini sehingga memperoleh data yang bener-benar mewakili pokok
permasalahan vang dibahas:;

b. studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui
buku-buku atau bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan
permasalahan dan merupakan landasan teori dan dasar hukum dari

permasalahan.

1.5.4 Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif
kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu
permasalahan yang tidak berdasarkan atas angka bilangan statistik tetapi
didasarkan pada data-data yang sudah terkumpul baik dari lapangan maupun studi
kepustakaan yang kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan
sistematis, selanjutnya dianalisa guna memperolah gambaran yang sejelas-
Jjelasnya mengenai permasalahan yang ada.

Setelah dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif
vang artinya adalah suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang
bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus atau dapat pula diartikan
sebagal pembahasan yang dinilai dari permasalahan yang bersifat umum menuju

permasalahan yvang bersifat khusus (Soemitro, 1990).
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2.1 Fakta

Pabrik Gula Djatiroto merupakan pabrik gula yang terletak di kecamatan
Jatiroto kabupaten Lumajang. PG Djatiroto termasuk dalam wilayah serta
tanggung jawab PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang berkedudukan di
Surabava. Jumlah keseluruhan pekerja di PG Djatiroto ini kurang lebih 2917
pekerja, yang terbagi atas beberapa status pekerja yaitu pekerja tetap dan pekerja
tidak tetap. Pekerja tetap dibagi menjadi dua yaitu pekerja pimpinan dan pekerja
bulanan tetap. Pekerja tetap di sini bekerja dalam musim giling dan luar musim
giling. Untuk pekerja tidak tetap dibagi menjadi lima yaitu pekerja kampanye
bulanan, pekerja musiman, pekerja kontrak kerja waktu tertentu, pekerja borongan
dan pekerja honorer. Untuk pekerja kontrak kerja waktu tertentu dan pekerja
borongan di bagi lagi menjadi dua, yaitu pekerja dalam musim giling dan luar
musim giling. '

PG Djatiroto telah memberikan syarat tertentu bagi setiap calon pekerja
yang tertuang dalam peraturan perusahaan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang telah disediakan oleh

PG Djatiroto;
2. surat keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI dengan segala ormasnya. Surat
keterangan ini didapat dari kantor desa setempat di mana pekerja tinggal;
3. menunjukkan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian negara;
4. menyerahkan surat lamaran yang ditujukan kepada direksi PG Djatiroto.

Syarat-syarat yang diberikan oleh PG Djatiroto tidak menyebutkan berapa
batasan usia maksimal atau batas minimalnya. Dalam hal ini sangat sulit sekali
untuk masuk menjadi pegawai di PG Djatiroto tersebut. Hal ini disebabkan pihak
PG Djatiroto lebih mengutamakan para pekerja yang sudah lama menjadi pekerja
di PG Djatiroto sebagai pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap. Sehingga sangat
sulit bagi para pelamar kerja untuk masuk menjadi pekerja di PG Djatiroto.

Sedangkan banyaknya pekerja vang diterima pada PG Djatiroto disesuaikan
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dengan kebutuhan vang diatur pada pasal 10(2) peraturan perusahaan PG
Djatiroto.

Pekerja yang diterima, oleh PG Djatiroto diadakan perjanjian kerja.
Pekerja yang sudah mengadakan perjanjian kerja tersebut wajib menaati peraturan
vang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bila ada pekerja yang melakukan
pelanggaran atas pelaksanaan peraturan tersebut, maka bagi pekerja dikenai
sanksi.

Pekerja borongan dibagi menjadi pekerja di bagian stapel/angkut gula,
tumbukan, sotokan, péhjaga persilangan lori tebu dan perbaikan jalan truck
tebw/lori. Pada dasarnya semua bagian dari pekerja borongan tersebut rawan
terjadi kecelakaan. Yang paling rawan terjadi kecelakaan kerja adalah di bagian
penjagaan persilangan lori tebu dan sotokan.

PG Djatiroto dalam melakukan usaha produksi juga melakukan atau
menyelenggarakan perlindungan hukum bagi pekerja di perusahaannya. Alasan
diselenggarakan perlindungan hukum tersebut adalah karena PG Djatiroto ingin
menanggulangi resiko kerja atau kecelakaan kerja atau kerugian-kerugian yang
menimpa para pekerja pada saat melakukan pekerjaannya. Sehingga dengan
adanya perlindungan hukum tersebut semua pekerja PG Djatiroto dapat dengan

tenang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

2.2 Dasar Hukum
Untuk penulisan skripsi ini, digunakan dasar dasr hukum antara lain:
I.  Undang-undang Dasar 1945
Pasal 27:
“Tiap-tiap Warga Nagara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan™.

Tap MPR No. [I/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara

o

Perlindungan Tenaga Kerja yang meliputi hak berserikat dan berunding
bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, yang mencakup jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan

terhadap kecelakaan, dan jaminan kematian serta syarat-syarat kerja lain
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perlu  dikembangkan secara terpadu dan bertahap dengan
mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya, kesiapan sektor
terkait, kondisi pemberi kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga
kerja khusus bagi tenaga kerja wanita perlu diberi perhatian dan
perlindungan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
a. pasal 1313
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebth mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
b. pasal 1320
Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

I.  sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

J

kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
b. pasal 1338
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya
c. pasal 1601 a
Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang
satu, si buruh, mengikatkan diri untuk di bawah perintahnya pihak
vang lainnya, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan
pekerjaan dengan menerima upah
d. Pasal 1602 huruf a-z tentang kewajiban majikan
e. Pasal 1603 huruf a-d tentang kewajiban buruh
4. Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara
Serikat Buruh dan majikan
5. Undang-undang No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6. Undang-undang No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur No. 137/1997
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program JAMSOSTEK di Jawa Timur.
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Pasal 3:
“Perusahaan yang melaksanakan proyek dengan menggunakan tenaga
kerja harian, borongan maupun musiman wajib mengikuti program
JAMSOSTEK.”
Pasal 4:
1. Perusahaan dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini wajib membayar
uran Jauﬁinan Kecelakaan Kerja (JKK) dan [uran Jaminan

Kematian (JKM), sebesar:

)

0,20% dari harga kontrak untuk nilai proyek di atas Rp.
500.000.000,00 (Irma ratus juta rupiah) .

3. 0,35% dari harga kontrak untuk nilai proyek di atas Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. 0,50% dari harga kontrak untuk nilai proyek di bawah Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 6:

“Perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh

APBN, BUMN/ BUMD swasta dan Bank Dunia selambat-lambatnya 1

(sat) minggu setelah pekerjaan dimulai wajib mendaftarkan kepada PT

JAMSOSTEK dengan menggunakan formulir yang yang telah

disediakan dengan melampirkan foto copy SPK/kontrak.”

Pasal 8:

“Setiap tenaga kerja harian, borongan maupun musiman yang bekerja

pada proyek yang dibiayai APBD 11, APBN, BUMN/BUMD swasta dan

Bank Dunia berhak menerima JAMSOSTEK akibat kecelakaan

kerja’kematian setelah pimpinan perusahaan termaksud memenuhi iuran

Pembayaran Jamsostek.”

Pasal 9:
(1) Perusahaan wajib memberitahukan kepada Departemen Tenaga Kerja
setempat dan PT JAMSOSTEK (Persero) terhadap tenaga kerjanya

yang mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja yang dilakukan
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pada perusahaan tersebut selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak
terjadinya kecelakaan kerja tersebut dengan mengisi formulir KK3
(laporan kecelakaan tahap I).

8. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Perlindungan Hukum

l Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, hal disebut yang
melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang-orang lemah (W.J.S
Poerwadarminta,1993:600). Definisi tentang hukum itu sendiri, kata Prof. Van
Apeldoorn adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk
mengadakannya sesuai dengan kenyataannya (Kansil,1966:34). Sesungguhnya
sukar bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum, akar: tetapi walaupun tidak

mungkin diadakan batasan yang lengkap tentang hukum itu, Utrecht dalam

bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” yang dikutip oleh Kansil,

‘telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya adalah sebagai pedoman

dan pegangan bagi orang yang mempelajari ilmu hukum. Definisi yang diberikan
Utrecht hanya bersifat pegangan semata, batasan tersebut adalah:

“Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan

larangan-larangan) yang mengatur tata tertib masyarkat dan karenanya

masyarakat harus menaatinya” (Kansil, 1986:34).

. Perlindungan hukum apabila dijelaskan lebih lanjut dengan mengambil
pengertian yang terdahulu mempunyai makna tentang suatu upaya atau tindakan
melindungi terhadap subyek hukum yang dimaksud melalui suatu pengaturan
vang terdapat dalam Undang-undang atau peraturan lainnya. Selanjutnya apabila
cilihat kembali pada pengertian hukum dalam pelajaran ilmu hukum secara umum
menyebutkan bahwa selain adanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan
atau law in book juga dikenal adanya hukum dalam pelaksanaannya atau law in
action, sehingga dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum

yang dimaksud adalah baik upaya melindungi lewat peraturan secara tertulis
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ataupun melalui tingkah laku penegak hukum dalam melakukan penegakan
hukum.

Mengenai perlindungan hukum tenaga kerja tidak bisa lepas dari adanya
ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
peraturan-peraturan hukum yang biasa disebut dengan hukum ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang
cukup luas vaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja
serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan agama. Perlindungan
tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaan sehari-
hari untuk meningkatkan produk dan produktivitas nasional. Tenaga kerja harus
memperoleh perlindungan dari berbagai soal di sekitarnya dan pada dirinya yang
menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya dan adanya
tingkat kesejahteraan yang cukup yang mendukung adanya ketenangan pekerja

dalam bekerja.

2.3.2 Pekerja Pada Umumnya

Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan dalam pasal 1(1) merumuskan buruh adalah barang siapa
bekerja pada majikan dengan menerima upah.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pekerja (buruh),
maka dapat dikemukakan beberapa pendapat para sarjana mengenai hukum
perburuhan sebagai berikut:

1. Menurut Iman Soepomo
Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis atau

tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja pada

orang lain dengan menerima upah.

!\J

Mrs. S. Mok mengemukakan ** Arbeidsrecht” adalah hukum yang
berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang
lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan

dengan pekerjaan itu .
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Dari beberapa pengertian di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dapat
dikatakan “buruh™ haruslah memenuhi 5 (lima) unsur, yaitu:

1. unsur orang;

2. unsur untuk melakukan kerja;

3. unsur orang lain dalam hub kerja;
4. di bawah perintah;

5. unsur pemberian upah.

Sedangkan UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai Tenaga Kerja, memberikan pengertian tenaga kerja sebagai berikut:
“Tenaga kerja (pekerja) diartikan tiap orang yang mampu melakukan suatu
pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubngan kerja guna menghasilkan suatu
Jasa atau barang untuk kebutuhan masyarakat™ (Hadiwardojo, 1980:306).

Di dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1969
disebutkan bahwa tenaga kerja meliputi:

a. tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja
dengan alat produksi vang merupakan tenaganya sendiri, baik dengan
fisik maupun tenaga pikirannya;

b. ciri khas dari hubungankerja tersebut di atas adalah bekerja di bawah
perintah orang lain dengan menerima upah ;

¢. salah satu tujuan masyarakat kita yang Pancasila adalah memberikan
kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan
penghasilan yang memberikan kesejahteraan;

d. di samping jaminan hidup vang lavak, tenaga kerja juga menginginkan
kepuasan, datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dengan
sebalk mungkin.

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dalam pasal 2 dinyatakan bahwa: “Tenaga kerja adalah tiap orang
vang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna

menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian buruh di sini hampir sama dengan istilah budak. Budak

dianggap sebagai manusia yang tidak mempunyai martabat sama sekali.
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Tirtodiningrat mengemukakan bahwa “Tertib hukum menetapkan hal-hal yang
termasuk dalam subyek hukum dan obyek hukum™.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka budak tidak lagi dianggap
sebagai subyek hukum seperti manusia pada umumnya, karena budak tidak
mempunyai hak papun bahkan atas hidupnya juga tidak yang. Mereka miliki
adalah kewajiban melakukan pekerjaan, kewajiban melakukan perintah menurut
semua petunjuk dan aturan dari pemilik budak.

Sementara dalam UU No. 22 Tahun 1957, L.N. 1957-42 yaitu UU tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pada kenyataannya masih menggunakan
istilah buruh. Pasal 1 a UU tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tersebut
memberikan rumusan mengenai penegertian buruh sebagai berikut:

“Buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah”
(Iman Soepomo, 1983:237).
UU Kecelakaan Kerja No. 3 Tahun 1947 di dalam pasal 6 menyebutkan:

I. yang dimaksud dengan buruh adalah tiap orang yang bekerja pada
majikan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan dengan
mendapatkan upah, kecuali dalam ayat 3;

dalam UU mi yang dianggap buruh adalah:

a. magang yang melakukan pekerjaan di perusahaan yang diwajibkan
memberikan tunjangan juga dalam hal mereka menerima upah;

b. mereka yang memborong pekerjaan, yang biasanya dikerjakan di
perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, kecuali bila mereka
yang memborong pekerjaan itu sendiri menjalankan perusahaan yang
diwajibkan memberi tunjangan;

¢. mereka yang bekerja pada seseorang pemborong pekerjaan yang bisa
dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan,
mereka itu dianggap bekerja di perusahaan majikan yang
memborongkan pekerjaan itu. Kecuali jika perusahaan majikan yang
memborong itu sendiri suatu perusahaan yang diwajibkan memberi
tunjangan, dalam mana pekerjaan yang diborong itu dikerjakan;

d. orang-orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan
menerima tunjangan akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti
rugi kerugian karena kecelakaan selama mereka itu menjalankan
hukuman (1982:5).

Setelah mengetahui tentang pengertian buruh, baik pengertian secara

b2

-

umum maupun menurut UU No. 3 Tahun 1947 nampaklah bahwa kedudukan dan
hak-hak buruh sekarang ini sudah semakin baik dibandingkan pada jaman dulu

vaitu jaman perbudakan, maupunpada jaman penjajahan, sebab para buruh
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sekarang 1ni mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasinya, menyatakan
pendiriannya mengenai segala masalah perburuhan dan berkewajiban pula untuk
memberikansahamnya berupa tugas-tugas dalam pembangunan nasional, peranan
kaum buruh dalam menyukseskan pembangunan nasional adalah besar sekali.
Bekerja pada majikan atau pengusaha atau melakukan pekerjaan pada
orang lain yang beraarti orang tersebut harus tunduk pada perintah kerja,
ketentuan-ketentuan kerja yang tidak menyimpang dari  ketentuan yang
dikeluarkan oleh pemerintah daan rasa kesusilaan. Dengan menerima upah artinya
bahwa orang vang bekerja itu telah mengetahui bahwa atas jasa-jasa atau tenaga
vang dikeluarkannya secara teratur dan tetap, akan menerima sejumlah uang
sebagai imbalan yang telah berlaku, secara umum sebagaiman orang yang bekerja
pada perusahaan tersebut (G. Kartasapoetra, Rience G. Widyaningsih, 1982:4).
Pekerjaan yang dijalankan oleh buruh itu, menurut UU Kerja No. 12
Tahun 1948 yang dapat disimpulkan dari pasal 1 a, adalah pekerjaan yang
dijalankan oleh buruh oleh majikan dalam hubungan kerja dengan menerima
upah.
Sedangkan perkataan tenaga kerja mempunyai pengertian yang lebih luas
Jika dibandingkan dengaan istilah buruh. Hal ini dapat dilihat dari definisi-definisi
maupun praktek-praktek yang ada.
Pengertian tenaga kerja dapat dilihat dalam UU No. 14 tahun 1969 dalam
Bab I pasal 1, memberikan definisi sebagai berikut:
Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di
dalam maupun di luar hub kerja gunaa menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat (1970:190).
Achmad Ichsan berpendapat ada beberapa unsur pokok dari penjelasan di
atas vyaitu:
a. adanya hubungan hukum antara buruh dan majikan di mana pihak buruh
berada di bawah perintah pihak majikan;
b. upah yang diberikan pihak majikan;

¢. pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh untuk waktu tertentu.
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Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur dari
pengertian buruh, yaitu seorang buruh adalah orang yang bekerja di bawah

perintah orang lain dengan menerima upah (Anonim, 1969:158).

2.3.3. Pekerja Borongan

Di dalam suatu perusahaan selain tenaga kerja atau pekerja tetap juga
terdapat tenaga kerja atau pekerja borongan. Peranan tenaga kerja atau pekerja
borongan di sini sangat penting sekali.

Pengertian dari tenaga kerja borongan atau pekerja borongan tersebut
dapat lihat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor KEP 150/MEN/1999™

“Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha
untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah berdasarkan atau
satuan hasil™.

Pekerja  borongan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk
mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan oleh

pekerja tetap pada perusahaan tersebut.

2.3.4. Kecelakaan Kerja
Sebelum memberikan definisi tentang kecelakaan kerja, terlebih dahulu

kita perlu sekali mengetahui arti dari kecelakaan itu sendiri.
Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak
terduga, oleh karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan,
lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Maka dari itu, peristiwa sabotase atau
tindakan kriminal di luar ruang lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Tidak
diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun
penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat.Sehingga
yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah:

'Kecelakaan yang menimpa tenaga kerja serta penyakit akibat kerja yang

timbul, dalam hubungan kerja pada perusahaan”.
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Resiko kecelakaan kerja itu mungkin saja terjadi pada waktu perjalanan
menuju tempat kerja atau perjalanan pulang ke rumah dengan jalur yang wajar
dan dilalui tiap harinya, kecelakaan di lingkungan di mana tenaga kerja bekerja,
perjalanan dinasi perusahaan sesuai perintah atasan dan lain-lain, kecelakaan kerja
vang ada sangkut pautnya denngan pekerjaan atau tugas.

Kecelakaan yang dimaksud dalam kecelakaan kerja adalah yang terjadi
secara tiba-tiba di luar kekuasaan manusia dan tidak disengaja oleh tenaga kerja,
yang datangnya dari luar disebabkan oleh peralatan, keadaan alam, bahan yang
membahayakan dan lain-lain yang menimbulkan bahaya bagi tenaga kerja.

Kecelakaan kerja pada umumnya ditimbulkan oleh kesalahan atau
kelalaian manusia itu sendiri sebagai akibat perbuatan yang berbahaya yang
disebabkan oleh tingkatmpendidi kan dan pengetahuan yang rendah.

Kriteria yang dipergunakan dalam kecelakaan kerja adalah kecelakaan
yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat dijabarkan dalam beberapa
pengertian sebagai berikut:

I. tenaga kerja yang jatuh sakit sewaktu menjalankan kerja dipandang
sebagai terjadinya kecelakaan kerja;

2. penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dipandang sebagai
kecelakaan kerja;

3. tenaga kerja yang menderita luka dan cacat badan, dipandang sebagai
kecelakaan kerja;

4. tenaga kerja yamg meninggal dunia sewaktu melaksanakan tugas atau
pekerjaan, dipandang sebagai kecelakaan kerja.

Ruang lingkup kecelakaan kerja dapat terjadi pade hari-hari waktu kerja
yaitu sewaktu jangka waktu tertentu untuk menunaikan kewajiban dan tanggung
Jawab tenaga kerja termasuk jam istirahat sesuai jam kerja yang berlaku di
perusahaan.

Kecelakaan yang termasuk pada hari-hari kerja adalah seperti di bawah ini

vang meliputi:
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. dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang dari
tempat kerja ke rumahnya melalui jalan yang biasa ditempuh dan wajar
untuk dahat sampai dengan cepat di tujuan;

2. melakukan pekerjaan sesuai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari-
hari yang diberikan oleh perusahaan baik di tempat kerja maupun di luar

tempat kerja selama waktu kerja;

‘bJ

melakukan kerja atau tugas di luar kota yang dibuktikan dengan surat
jalan;

4. meninggal dunia mendadak di tempat kerja atau dalam jangka perjalanan
dari tempat kerja sampai ke rumah sakit tetapi belum sempat mendapat
pertolongan dokter;

5. dalam kerja lembur yang dapat dibuktikan kerja itu merupakan bagian
dari tugas yang diberikan;

6. perkelahian di tempat kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja jika tenaga
kerja mendapat serangan dari pihak lain yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya atau melakukan reaksi dari aksi yang dilakukan oleh pihak
lain.

Kecelakaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja
antara lain sebagai berikut:

I kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, hari libur kecuali jika mendapat
panggilan atau tugas dari perusahaan maka dalam perjalanan memenuhi
panggilan tersebut sudah dijamin oleh Asuransi Kecelakaan Kerja;

2. kecelakaan yang terjadi di Mess atau perkemahan yang berada di luar
tempat kerja;

3. kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kepentingan
pribadi;

4. kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan
tempat kerja untuk kepentingan pribadi.

Setiap tenaga kerja (kaaryawa/buruh) berhak mendapatkan perlindungan
atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan

meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
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2.3.5. Status Badan Hukum PTPN XI PG Djatiroto
PG Djatiroto adalah Perusahaan Perkebunan, tergabung dalam Perseroan
Terbatas Perkebunan Nusantara XI (Persero). PT Perkebunan Nusantara XI
(Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH di Jakarta nomor
44, pada tanggal 11 Maret 1996 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI
nomor: C2-8339 HT.01.01 tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 berkedudukan
hukum di Jalan Merak No. | Surabaya, termasuk seluruh Unit Usaha dan Kantor
Direksi yang berada dalam pengelolaannya. Perusahaan dimaksud merupakan
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bawah Departemen Pertanian. PT
Perkebunan Nusantara XI dipimpin oleh seorang direksi yang berkedudukan di
Jalan Merak 1 Surabaya. Sedangkan PG Djatiroto sendiri dipimpin oleh seorang
Adsmministratur di bawah pimpinan Direksi yang berkedudukan di Jalan Merak 1
Surabaya.
Profile PTPN XI PG Djatiroto dapat kita lihat pada:
1. Sejarah
a. Tahun 1884 : rencana pembangunan
b. Tahun 1904 : pelaksanaan babat hutan
¢. Tahun 1905 : awal pelaksanaan pembangunan
d. Tahun 1910 : mulai giling
e. Tahun 1920 : relokasi PG Ranupakis gabung dengan PG Djatiroto
hingga saat itu dan mengalami rehabilitasi
f. Tahun 1996 : rehabilitasi pabrik telah mencapai kapasitas produksi
ton/hari.
2. Lokasi & Iklim
a. Secara geografis terletak pada :
1) 113°18" 117~ 113" 225" bujur timur
2) 87 7°30” - 8" 12°30” lintang selatan
3) ketinggian + 29m di atas permukaan laut
b. Iklim:
1) Suhu rata-rata: 25° C-27"C
2) Kelembaban: 79%-83%
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3) Lama penyinaran: 40%-80%
4) Daerah tipe iklim: C dan D
5) Curah hujan: 1860 mm/tahun
Areal Perkebunan
a. Tebu sendiri/HGU: 5200 ha;
b. Tebu rakyat : 9200 ha.
Secara umum budidava tanaman tebu dilaksanakan secara mekanisasi
dan manual/konvensional.
Proses Pengolahan

. Kapasitas giling : 7000 ton tebu/hari;

5

Kapasitas produksi : 500 ton gula/hari;

Proses pengolahan pembuatan gulamelalui beberapa tahap: Ekstraksi

LFS)

— Pemurnian — Penguapan dan kristalisasi;

4. Produk utama adalah gula jenis SHS — | dan hasil ikutan berupa
ampas, blotong dan tetes.

Pemanfaatan Hasil Ikutan

a.  Ampas digunakan bahan bakar ketel uap (boiler) dan bahan baku
kertas;

b. Blotong untuk pupuk organik tanaman tebu;

¢. Tetes untuk bahan baku pembuatan ETANOL/alkohol dan MSG.

Pabrik Alkohol — Spiritus

a.  Untuk memanfaatkan hasil ikutan tetes, PG Djatiroto memiliki 2 unit
Pabrik Alkohol — Spiritus;

b. Kapasitas produksi:
1) Unit I :9.000 hter/hr Alkohol Teknis;
2) Unit IT : 15.000 liter/hr Alkohol Prima.

¢. Proses Pengolahan:
Pembuatan alkohol/etanol menggunakan cara microbiologi

(Sacharomyces cerevicae) yang lazim disebut fermentasi/peragian.
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d. Kualitas produksi:
1) Alkohol Prima, kadar

1 96,5%;

2) Alkohol Teknis, kadar : 95,0%.

e. Pemasaran:

21

1) Alkohol prima diekspor melalui Pelabuhan Tanjungwangi,

Banyuwangi:

2) Alkohol Teknis, dipasarkan dalam bentuk spiritus.

7. Tenaga Kerja
NO ;KLASIFIKASI KARYAWAN | MUSIM GILING | LUAR MUSIM GILING
. | Karyawan pimpinan 52 52
2. | Karyawan bulanan tetap 1570 1570
3. | Karyawan kampanye bulanan 442 -
4. | Karyawan musiman 76 -
5. | Karyawan kontrak kerja waktu 449 2
tertentu
6. | Karyawan borongan 296 12
7. | Karyawan honorer 32 -
Jumlah 2917 1636

Sumber data dari PG Djatiroto tahun 2003.
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4.1. Kesimpulan

BAB IV

tgt g

Berdasarkan pembahasan di atas maka penyusun dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

8

(V%]

Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan antara PT
Perkebunan Nusantara XI PG Djatiroto dengan pekerja borongan
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak PTPN XI PG Djatiroto menyediakan formulir perjanjian
pemborongan pekerjaan dan pekerja menandatangani formulir perjanjian
pemborongan pekerjaan tersebut dan tidak boleh diwakilkan. Perjanjian
kerja tersebut juga dilakukan oleh pihak ketiga.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh PTPN XI
PG Djatiroto dan pekerja borongan terdapat hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Apa yang menjadi hak pekerja borongan adalah sebagai
kewajiban, begitu juga apa yang menjadi kewajiban pekerja borongan
merupakan hak yang harus diterima oleh PTPN XI PG Dijatiroto.
Kewajiban pekerja borongan di sini lebih banyak dibandingkan dari hak
vang harus diterima oleh pekerja borongan.

Dalam hal kecelakaan kerja pekerja mendapatkan hak santunan dari PT
JAMSOSTEK dan PTPN XI PG Dijatiroto. Karena dalam hal ini pekerja
borongan diikutkan dalam program JAMSOSTEK meskipun hanya
setengah paket. Setengah paket tersebut adalah jaminan kecelakaan kerja

dan jaminan kematian.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas penyusun dapat memberikan saran

kepada PTPN XI PG Djatiroto:

L5

PTPN XI PG Djatiroto sebelum memberikan pekerjaan kepada pekerja

borongan telah melaksanakan perjanjian pemborongan terlebih dahulu,

35
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alangkah baiknya hal tersebut tetap dipertahankan sehingga tidak terjadi
perselisithan antara pekerja borongan dan PTPN XI PG Djatiroto.
Mengenai hak dan kewajiban para pihak, hak pekerja borongan tidak
sebanding dengan kewajibannya. Alangkah baiknya jika hak dan
kewajiban pekerja borongan tersebut lebih disimbangkan agar pekerja
borongan dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang dan baik.

Untuk pemberian hak santunan pada pekerja borongan yang mengalami
kecelakaan kerja hendaknya diberikan tepat pada waktunya, sehingga
pekerja borongan akan lebih merasa diperhatikan keamanan kerjanya,
sehingga pekerja borongan merasa nyaman dalam  melakukan
pekerjaannya dan tidak merasa dirugikan oleh PTPN XI PG Djatiroto
ataupun PT JAMSOSTEK.
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LAMPIRAN 2

SER G PL PERKEBUNAN NUSAN FARA NI ( PERSERO)

TPN XI Pabrik Gula "DJATIROTO"

SURAT KETERANGAN
NO.XA — SURKT/03.011

Yang bertanda tangan dbawah Inl Administratur PT Perkebunan Nusantara Xl (Parsero)
Pabrik Gula Djatircto menerangkan bahwa !

Nama - SETYORINI OKTARIA

Nim : 980710101233

Jurusan : llmu Hukum

Fakultas * HuKumMm - Univearsitos Jaaber :

Telah melaksanakan Konsultasi tertang ¢ Perlindungan Hukum terhadap pekerjs
barongan pada saat Musim Giling Tebu dalam ha! kecelakaan kerja “ di PT qukebunar
Nusantara XI (Persero) Pabrik Gula Diatiroto pada tanggal 05 Mei s/d 05 Juni 2003.

Demikian surat keterangan Inl dibuat untuk dapat dipergunakan seperiunya.

Lumajang, 17 Juni 2003 /
Bux RIUNAN NUSANTARA X (F’ER&:SERO)
ZAMRIES 01K GULA DJATIROTO /'
\‘. /_-

/

== administratur

= P o e Rt sk RSB R  nfe - ~&d

JATIROTO, Lumajang, Telp. (0334) 321001, 321190 Fax. (0334) 321007

b S—

L § Rk Eiah 4 B 11 '
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LAMPIRGN 3

PT PERKEBUNAM NUSANTARA X! (PERSERO)
PABRIK GULA DIAT IROTO

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU KARYAWAN BORONGAN
TAHUN 2003

Yang bertanda tangan dibawa ini

I. Nama . L SORJTTTNO, MIM.
Jabatan - Administratur Pabrik Gula Dyjatiroto
Alainat - Jalan Ranupakis Jatiroto - Lulajaig
Dan selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Nama - Nasmdin
Tanggal lahir - 01 Juli 1969
Jabatan ~Perbaikan Jn.Truck tebuwloil
Alamat . Perumnas

a Dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Menyatakan, bahwa baik Pihak Kesatu maupuni Pihak Kedua bersepakat untuk melaksanakan ketentuan-
wetentuan di bawah in sebagal berikut @

PASAL 1
STATUS HUBUNGAN KERJA

1. Pihak Kedua bersedia bekerja pade pihak Kesatu selama musim Giling tahun 2003, dan tidak
diperbolehkan mewakilkan / menggantikan pekerjaanya kepada OTang lain (Wamen}.

7. Kesepakatan kerja waktu tertentu ini selama Giling tahun 2003 dimulai tanggal, 1Y Mei 2003 sampal
dengan Akhir Giling tahun 2002.

3. Pihak Kedua yang telah bekerja penuh selama Giling di Ayat (2) dan memenuhi persyaratan penerima-
an yang ditentukan oleh pihak Kesatu skan diberi pricritas pertama untuk dipekerjaken kembeli pada
musim Giling berikutnya, bila formasinya masih memungkinkan dan konditenya dinilai baik.

3. Pihak Kedua yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pihak Kesatu karena melakukan pelanggaran

tata tertib Perusahaan, idak akan diberi kesempatan unfuk diterima kembali bekerja pada Musim
Giling berikutnya.

PASALZ
1. Pihak Kedua &kan dibayar upahnya secara Borongan oleh Pihak Kesatu menurut SKB Mentan dan
Menaker RI No. 216‘prsb’1‘U.410i3/96 tanggal, 1 April 1996
~Kep.30/Men/96
Tarip Pengupehan di Ayat(l) dilampirkan peda Kesepakatan Werje inl,

2

PASAL 3
1. Apabila Produksi tidak mencapai target sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Kesatu, Pihak Kedua
akan diberi ganti rugi seperti tarip terlampir.
2. Ketentuan-ketentuon di ayat {1)_;}ﬂmnpirkan pada Kesepakalan kerja ini.

PASAL 4
TEKNIS PELAKSANAAN KERJA
1. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja diberikan oleh Pihak Kesatu untuk dilaksanakan oleh Pihak Kedua
~ Pedoman tersebut di Ayet (1) dilempirken pada Kesepeketan Kerja ini untuk dipahami dan dihayati
oleh Pihak Kedua agar pelaksanaan dapat berjalan lancar

2
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PASALS

Apabila pihak Kedua mendapat Kecelakaan yang terjadi berhubung denga .
& | . 1g terjadi bethubung dengan habungan Kegja, maka Kepada
g;l;;{kE I‘\Il\lel%l;i diberlakukan ketentuan-ketentuan pada peraturan Mentri Tenaga Kerja KI No.bf)l!;.‘l;(t-1
<ol tanggal 23 Agustus 1994 tentang penvelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
agi Tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja Borongan dan tenaga kerja Kontrak. . :

ty

Demikian Kesepakatan Kerj

: PASAL ¢
Pihak l{edun akan mentaati sepala ketentua-ketentuan yang berlaku di Pabrik Gula Djatiroto termisuk
n’uenlaau segala perintah atasanya yang bertindak atas kuasa Pihak Kesalu.
Ketentuan-ketentnan di Avat (1) adalah tata tertib/disiplin keria dilengkapi pula dengan sangsi - sangsi-
nya yang dilampirkan pada kesepakatan Kerja ini. 4 ' )

; ! . PASAL 7
Bilamana terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Kerja ini, maka ke Dua belah Pihak
akan r‘nenyelesmkanya secara musyawarah unfitk meneapai mufakat.

.A.Pabxln di A:,'at(l}tzfiuk D.j:pat dicapai Kesepakatan bersama, kedua belah pihak bersepakat untuk
minta bantuai atau jasa - jasa balk darl Kantor Departemen Tenaga Keija setempat sesuad dengan
keteatuan yang berlaku bagi BUMN (Persero).

PASAL R
Apabila dalam Kesepakatan Kezja i1 termyata ada hal-hal yeng menyimpang dari ketentuan Peraturan

Perundandangan Ketenaga Kerjaan yang berlaku, maka Kedua belah pihak harus tunduk kepada Ketentu
an-ketentuan Peratwran Perusahaan Karyawan Tetap dan Musiman Pabrik Gula PT Perkebunan
(Persero)

Ketantuan lain vang belum diatir dalam Kesepakatan Kerj
Kesatu dengen berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangan Ketenaga K

a ini akan dilengkapi Kemndian oleh Pihak
erjaan yeng berlaku

4 ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keaadaan sadar,

sehat jasmani dan rohani tanpa ada ansur paksaan dari manapun.

Lumajang, 19 Mei 2003.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI ( PERSERO)
PARRIK GULA DJATIROTO

Pihak Kedua Pihak Kesatu

Ir. H. SOEJITNO MIM

Nasrudin :
Adminisiratur
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SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
No. 01/Kont/SDNM/V/2003

PEKERJAAN BORONGAN PENJAGA PERSILANGAN JALAN LORI TEBU
PABRIK GULA DJATIROTO

Pade hari ini Senin tanggal, 19 Mei 2003, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. I1. SORJITHNO, MIM. . Administratur Pabrik Gula Djatiroto, beralamat di jalan Stasiun No.10
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama PT Perkebunan Nusantara X1 (Persero) Pabrik Gula
Dijatiroto selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. 11. SARIMAN : Djrgktur CV. MAJU JAYA beralamat di jalan Pramiuka No.4 Kecamatai
Jatiroto Kabupaten lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
CV. MAJU JAYA selanjuinya disebut Pihak Kedua.

Dihak Kesatu dan Pihek Kedue sepakat untuk mengedakan perjanjien bersama  dibidang pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

I'asal 1
LINGKUP PEKERJAAN
Pihak Kesatu memberiken tuges kepade Pihak Kedus dan Pihak Kedua menenime den menyanggupl
pclaksanaan terscbut berupa; PENJAGA LINT. SAN LORI ANGKUTAN TEBU PABRIK GULA
DJATIROTO uniuk 9 (sembilan) orang.
Sesuai lokasi pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu (daftar terlampir)

Pasal 2
WAKTU DAN PELAKSANAAN IERKERJAAN
1. Pelaksanaan pekerjaan pada pasal 1 diatas dilakukan selana musim Giling tahun 2003 termasuk har
Minggu, libur resmi dari jam 06.00 sd 14.00 mulai tanggal 19 Mei 2003 sd selesat giling 2003.
2. Pekerjaan Insidentil lain yang diperlukan Pihak Kesatu.

Pasal 3
BIAYA DAN PEMBAYARAN : _
Jumlah biaya borongan yang akan dibayar oleh Pihak Kesatu sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).
Setiap bulan. PPh 21 dibayar oleh Pihak Kesatu dan dibayar pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
Pelaksanaan pembayaran dilaksanaken setiap 2 Minggu (15 hari) sebesar 4.000.000,- / bulan 2.000.000,-

/15 hari

Pasal 4
FORCE MAJEURE
Apabila masa pekerjaan terjadi Force Mejeure yang dibuktikan dengan berita acere dari Pihak Kedua
kepada Pihak Kesatu, maka Pihak Kedua akan dibebaskan dari denda.
Adapun yang dikategorikun dengan Forve Mujeure sebugal berikul:
1. Bencana alam, Banjir, Gempa bumi, Angin topan dan sebagainya.
2. Hujan terus menerus sehingga Pihak Kedua memnda dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan vang
sesuai dengan perjanjian
3. Tindakan Pihak Kesatu yang menycbabkan Pihak Kedua memmnda pekerjaan tersebut.
4. Bila lerjudi peristiwa tersebul, (ke Piluk Kedus diwayibian wembukiikan kepada Pilidk Kesalu secard
tertulis dalam waktu 7 (tujuh) han kalender.

Pasal 5
PERTANGGUNG JAWABAN
Piliek Cedua Letlanggung jawab icihadap pekerji il ierjadi keoelakuun kerju dengan segala ukibulinyi
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Pasal 6
DI e e TR MASA BERLAKU
: yian ini berlaku sclama dalam musim giling 2003 Terhitung mulai tanggal, 19 Mei 2003. Samp:
den.ga:_x.sele_sai giling 2003. e ol &R
2. Perjanjian in d'apat dlpv.arpanj‘ang atau diputuskan atas persetujuan tertulis dari kadva belah pihak
dengan memberitahukan terlebih dahulu paling lambat | (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
: PERSELISIHAN
1. Apabila timbul perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian karja sama ini, kedua bel«h pihak akan
menyelesaikan dengan mmusyawarah.
Apablla dengan musyawarah perselisihan tidak dapat disclesaikan Kedua belah piak, moka akuil
%upayakan melalui jalar hukum dengan memilih domisili yang tetap dikepaniteraan Pengadilan Negeri
umajang.

(=

Pasal 8
LAIN - LATN
Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini atas
persetujuan kedua belah pthak akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tersendin yang merupakan bagian
vang ﬁc.ial: terpirahkan dari perjanjian kerja sama ini

Pasai 9
PENUTUP
Perianjian ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) diantaranya bemmaterai cukup
masing-masing unhik Pihak Kesatu dan Pihak Kedua vang mempunyai kelmatan hukum yang sama,

Ditetapkan di ; Jatiroto
Pada tanggal : 19 Mei 2003.

Pihak Kesatu
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X1 {PERSERT) 1

PABRIK GULA DIATIROTO

Pihek Keadua

Ir. H. SOEJITNO, MIM.

( H. SARIMAN |
Administratur
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Lmapiran Kontrak Porongan.
1. Kewajiban Tenaga Borongan :

a  Mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku i Perusahaan

b. Bersedia dipindeh / dimutasikan k2 Sub Bagian lain

¢ M. ugati ketentuan perundangau gan yang berlaku rhususiya Y4B menyanghit

ketenagakerjaan.

d. Mentaati perintah kedinasin dari atusan vang berwenang

e. Menyimpan rahasia perusahaan utan: Jabatan dengan sebaik-baikny?

f  Melaksanakan tugasnya dengan pothi pangabxdian, kesadaren dan tanggung jawab
g Dekerja dengan jujuc tertib, hemat dan bersemangat unituk kepentingan Perusahaan
h
1
]

Memeiihara dan meningkatkan keutl: kekompakan persatuan dan kesatuan karyawan
Menciptakan dan memelihara suasana rerja yang baik

Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Peruszhaan baik yang langsung menyangkat
tugas dan kewajibanya meupun y12 berlaku secara umum

k. Segera melaporkan kepada atasanyd apabila mengetahui adanya hal-hal yang membahayake: -
mengganggu kelancaran atu merugiken Perusahaan terutama dibidang keamanan, keuangan dan
matral.

1. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan dengan baik untuk kepentingznl
Perusahaan, .

m. Menycrahkan kembali kepada Perusahaan scnmia surat:surat dan barang miik Perusahaan yeig
dibawa setelah tidak ada hubungan Yerja aktif dengan perusahaan.

n.  Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebatk-baiknya setiap laporan yang diterima mengsnel
pelanggaran disiplin.

o. Bersikap sopan santun terhadap siapapun baik didalam maupun diluar dines dan selalu bersadia
member pertolongan terhadap sesama karyawan untuk membina hubungan scsama karyawar:a /
menjalin kerja sama demi yelancaran jalanya usaha.

p. Menjaga keselamatan dint dan teman sekerja sertd menggunakan peralatan kesclamatan kerja
dalam sifat pekerjaanya mengharuskan dermkdian.

2. Larangan Tenaga Dorongain: .
a. Pelanggaran tethadap ketentuan-ketentuen di bawah ini merupakan kesalahan berat aZzizh

scbngui berikut
1. Pada seat hubungan kerja atau perjanjian kerja diadakan memberikan keterangan palsu atau
yang dipalsukan.

2. Mabuk, madat, memakai abat Uisfnarkotk, memakai obat-obatan terlarang lainve dan
bexjudi di lesnpat kerja.

3. Melnkukan perbuatun asustu i tempat kerjo,

4 Melakukan tindak kejahatan. msalnya :
Mencuri, menggelapkan, miniil meperdegangkan barang-barang terlarang baik didslam
lingloungan Perusahaan maiiat Ailuar linglungan Perusahaan

s, Melukukun penguitnya  siai Lo peinukulioy, Lerkelahi dust lain s<bugainys ) memighing
secara kasar atsn mengancam bav an, feman sekerja, atasan, punpinen slau keluarganys

6. Mempengaruhi, membujuk pimpmnan atau bawahan teman sekerja untuk melakukan sesuafu
yang bertentangan dengan hulann yang berlaku.

7. Dengan sengaja atau ceroboh merusak merugikan atau membiarkanya dalam keadaan hzhaya
wnilik Peruswdwun,

¥ Dengan sengaja atau kacerobohanye merusak, merugiknn atau membuukan din atau temanya
dalam keadaan bahaya.

9  Membongkar rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Pengusaha, keluarganyz, Yang
seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Perusahaan

10, Menbeww/inenggunuki bursng-burang 1uilik Perusshuwn lanpy ijin Pizupinan Perusahisat

b. Pch\nggn.mn terhudap ketentuan-ketentuan dibawa ini dan termasuk kesalahan ringan adalah
sehogai herikut ©
l. Menolak }mtuk mun?:\nh' perintah atas penugasan yang layak walaupun telah diperingatkan.
2. Dengan tidek sengaja afeu welalaian / alpa mengakibatkan dirinya tidak dapat menjeienkan
tugas pekerjnan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
3 Tiduk eakap melakuken pekerinan walaupun sudsh dicoba dibidang tugas yang ada

3. Sanksi:
a.  Kayawan yang tidak memenuohi kenwijiban (i i isipli
4 . ezl Jibeun dapat dikenakan sanksi/ hukun 3 >
g oo si / hukuman disiplin benups
2. Pemutusan hubungan kerjn tanpa predikat.

b. l”cl-.m;:»:.:nmn terhadap ketentuan larangaiy, Perusahaan dapat mengambil tindakan
Diputusken kegjanys tidak gengan beamat anpa mendapatkan-gunti ngi dari penisahaan

'!'cmltgln Rorm};:un tidak masuk kena dalam waktu sedikit-dikitnya 6 (enam) hari kerja besturut-
:.IH.I anpin disertai ketermpan vinge jelas dan secam lertnlis denpan bukti-bukti yang sah dan felah
dipanggil oleh Pengusahi, kunyawan tersehut dianggap mengundir‘:m din :
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